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KEABSAHAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN  

DENGAN PESAN MELALUI MEDIA TELEPON 

Husnul Yaqin1 

 

Abstrak 
Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. 
Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara 
langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat universal (umum), sehingga dengan kaidah 
ushul fikih  itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan 
tempat. Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah 
perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam 
masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada 
aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut. Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi 
fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat. Bahkan tingkat perceraian mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap istri dalam hal thalak sangat 
kuat dan istri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (thalak) sebagai suatu 
fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah. Lebih lanjut sering dengan perkembangan 
teknologi komunikasi pada saat ini, ada satu persoalan yang muncul dalam masalah ini, yaitu ucapan 
thalak tersebut tidak diikrarkan secara langsung oleh suami kepada istri, tetapi hanya gadget seperti 
melalui SMS atau Email dan semacamnya. Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat guna 
membantu dan mempermudah berbagai urusan komunikasi sesama manusia, sampai kemudian 
masuk ke masalah perkawinan dengan alasan yang cukup signifikan, tentunya permasalahan ini 
memerlukan payung hukum yang tegas guna mengatur dengan melihat aspek masalah dan mencari 
solusinya. 
Kata kunci: perceraian, teknologi, telepon 

A. Pendahuluan  

1. Latar Belakang 

Dalamxkehidupanxdixduniaxini manusia berjenis kelaminnyaxmempunyaixdayaxta-

rikxsatuxdenganxyangxlainnyaxuntukxdapatxhidupxbersama, dapat dikatakan memben-

tukzsuatu ikatanilahiribatinidengan bertujuan menciptakanisuatu hubungan rumahitang-

gaiyangirukun, abadi danisejahtera. Kodratnya sudah menjadi manusia antara satu sama 

lain yang saling membutuhkan dan dibutuhkan, hal ini nampak jelas dalam lingkungan 

masyarakat. Naluri untuk hidup bersama tumbuh sejak ia dilahirkan, salah satunya 

diwujudkan dalam bentuk menikah. 

Pada sebagian masyarakat, perkawinan jadi simbol kedewasaan. Dalam hukum islam 

yang dikatakan dewasa mampu diwajibkan menikah, jika tidak melakukannya orang 

tersebut harus puasa. Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengantikan 

kedewasaan. Misalnya pada saat syarat dalam pemilihan umum yaitu dewasa atau sudah 

menikah. 

Urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-UndangxPerkawinan Nomor 

1 Tahun 1974xyang diatur ketentuannya dalam Kompisili Hukum Islam.xAturan-aturan 

Islam mengenaixperkawinan, perceraian, dan perwarisan bersumber dari literatur-literatur 

Islam dari berbagaixmazhab yang dirangkum dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Namun dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalamxmasyarakat, banyak 

                                                           
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 
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bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena tidak ada aturanxyang khusus untuk mengatur 

hal tersebut. 

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini 

kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan 

hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat 

universal (umum), sehingga dengan kaidah ushul fikih  itu sendiri, bahwa hukum tersebut 

akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. 

Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur  spesifik 

kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, sementara itu perkembangan 

teknologi  informasi yang lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan 

hukum, perangkat hukum dan aparatur penegak hukum demi menyelesaikan persoalan 

hukum ini dalam bingkai teknologi.  

Menurut Undang-UndangxNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan 

adalah ikatanxlahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagaixsuami istri dengan 

tujuan membentukxkeluarga bahagia dan kekal. Perkawinan padaxumumnya dilakukan 

disatu tempatxseperti masjid, rumah, atau gedung dimana calon suami dan calon istri serta 

walinya hadir di tempat tersebut, namun di Jakarta Selatan pada tahun 1989 terjadi 

perkawinan melalui telepon, dan hal tersebut sah dengan adanya PutusanxPengadilan 

Agama JakartaxSelatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan pernikahan melalui telepon, 

walaupun sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik 

tentang kaidah perjawinan melalui jalur telekomunikasi. Manakala putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan tahun 1989 tentang sahnya pernikahan menggunakan telepon 

tersebut masih menjadi opini yang berkembang di kalangan para ahli hukum Islam di 

Indonesia karna pernikahan tersebut tidak dilakukan dalam satu majelis sebagai pendapat 

mazhab Imam Syafi’i, hingga diragukan keabsahannya, justru kasus praktis pernikahan 

melalui telepon kembali terjadi sebagaimana dilansir di Koran Banjarmasin Post,2 bahwa 

telah terjadi pernikahan pasangan antar pulau yang melalui telepon yang berlangsung hari 

Jum’at tanggal 5 Januari 2007, dengan tema “Cuaca Buruk Nikah melalui Media Telepon”. 

Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat guna membantu dan mepermudah 

berbagai urusan komunikasi sesama manusia, sampai kemudian masuk ke masalah 

perkawinan dengan alasan yang cukup signifikan, tentunya permasalahan ini memerlukan 

payung hukum yang tegas guna mengatur dengan melihat aspek masalah dan masalahnya. 

Yusuf Al-Qardawi.3 

Selanjutnya Al-Qardawi mengutip pendapat Ibu Qayyim bahwa masalah-masalah 

kontemporer merupakan masalah yang besar manfaatnya untuk dianalisis, mengingat 

masalah kontemporer sudah bermunculan, menimbulkan ketidaktahuan dan kesalahan 

besar dalam memahami syariat. Sehingga mewajibkan hal-hal yang sulit dan memberatkan 

serta tidak ada solusinya. Menurut Al-Qardawi, banyak orang yang tidak mengetahui 

bahwa syariat yang indah adalah mengacu pada kemaslahat itu sendiri seering ditiadakan. 

Padahal syariat itu sumber dan asasnya terhadap hukum adalah kemaslahatan bagi hamba 

                                                           
2 Koran Banjarmasin Post, ‘Cuaca Buruk Menikah Melalui Media Telepon’, 2007, p. 12. 
3 Yusuf Al-Qardawi, Fiqih Praktis, Bagi Kehidupan Modern (Jakarta: Gema Insan, 2002). 
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baik dunia maupun akhirat. Ia adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan memiliki hikmah 

untuk semuanya.4 

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, dikaitkan dengan 

ketersediaan norma yang mengatur kehidupan, Riduan Syahrani.5 Sehubungan dengan 

penggunaan sarana telepon yang telah dilegalkan melalui putusan Pengadilan Agama 

dalam kajian hukum positif adalah jika hakim membuat suatu putusan hati nuraninya, 

belum ada ketentuan dari undang-undang yang kongkrit dalam hal itu, sebab peran hakim 

bukan melaksanakan undang-undang, ataupun menciptakan hukum, tetapi “menemukan 

hukum” dari undang-undang tersebut. 

Perkawinanxmerupakanxhal yang sakral bagi manusia menjalaninya, tujuan 

perkawinan diantaranyaxuntuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya 

ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Dalam Islam, perkawinan 

dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dalam  suasana saling mencitai (mawaddah) dan 

kasihxsayang (rahmah) antara suamixistri. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yakni “perkawinanxbertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahxtangga 

yang sakinahxmawaddah warahmah”. (KHI Pasal 3). Jadi, pada dasarnya perkawi-

nanxmerupakan cara penghafalan terhadap hubunganxantar dua lawan jenis yang 

semulaxdiharamkan, sepertixmemegang, mencium, dan berhubunganxintim. 

Perkawinanxmerupakan perjanjian yangxsetia, dan sama-samaxbertanggung jawab 

dalam menunaikanxtugasnya sebagai suami-istri atas  keselamatan dan kebahagian rumah 

tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 

KUHPerdata adalah kesepakan, kecakapan, halxtertentu, dan sebab yang dibolehkan. 

Jadi, perkawinanxadalah perjanjian yang diadakanxoleh dua orang yaituxantara 

seorang pria danseorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentukxkeluarga  (rumah 

tangga)xyangxbahagia, dan kekalxberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Hukum perceraian adalahxbagian dari hukum perkawinan. Dalamxmakna yang le-

bih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan,xkarena hukum perce-

raian adalahxbagian dari hukum perkawinan yangxmerupakan bagian dari hukumxperdata. 

Perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidangipengadilan,ijugaiharus 

disertaiialasan-alasanitertentuiuntukimelakukaniperceraian.iPutusnyaiperkawinaniitu dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan 

tersbut dapat1diketahui1ada1dua1macam1perceraian1yaitu1cerai1gugat1dan cerai1talak. 

Cerai1talak1adalahxistilah1yangxkhusus digunakanxdi lingkungan Peradilan Agama 

untukxmembedakan para pihak yangxmengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang 

mengajukanxadalah suami sedangkan ceraixgugat pihak yang mengajukanxadalah isteri. 

Sebagaimana disebutkan dalamxKompilasi Hukum Islam Pasalx114 bahwa “Putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karenaxtalak ataupun ber-

dasarkan gugatan perceraian”. 

Perkawinanxkadangkala tidak sesuai dengan tujuanxsemula, ketidak mengertian dan 

kesalahpahamanxmasing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat 

                                                           
4 Al-Qardawi. 
5 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti). 
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perkawinanxtidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaranxyang terus menerus, 

akhirnya salah satupihak melakukan tindakan kekerasan, melukaixfisik atau psikis. 

Pemahaman bahwa hukum perceraian selaras dengan hukum perkawinan yaitu 

dalam bidang hukum keperdataan perkawinan menurut Abdul Ghofur Anshori, yaitu 

perkawinan merupakan peraturan hukum serta mengatur perbuatan hukum perdata sebagai 

bagian dua pihak, yaituxseorangxlaki-lakixdanxwanitaxdenganxmaksudxhidupx bersama 

untukxwaktuxyangxlamaxmenurutxperaturan-peraturansyangxditetapkan dalamxUndang-

Undang.6 

Menurut Budi Susilo. Apabila seseorang memilih untuk berpisah dalam arti lain 

yaitu bercerai berartizharus siap berhadapanxdengan pengadilan.xSebab proses pengaduan 

gugatanxperceraian yang sah menurut hukum, hanyaxdapat ditempuh melalui 

pengadilanxsaja. Persoalannya kemudian adalahxbanyak pasangan suami istri yang justru 

bingungxsekaligus kesulitan, saat menmpuh jalan/proses perceraian tersebut. Faktor 

utamanya tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuanxgugatanxperceraian, 

yangxmemangxpadaxdasarnyaxberbelit-belit. Bahkan tidakxjarang, bila proses perceraian 

yangxrumitxharusxmengurasxbanyak dana. 

Di sisi lain, masyarakat cenderung menginginkan penyelesaian dengan cepat dan 

murah, sehingga beberapa metode menyelesaikan di luar persidangan, dalam istilah dapat 

perhatian serius serta banyak diminati. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan payung hukum 

nasional tentang perkawinan, termasukxperceraian yangxberlaku saatxini dixIndonesia. 

Olehxkarenaxitu, berbahagialah bangsa Indonesia yang mempunyai UU No. 1 Tahun 1974 

yang dalam Penjelasan Umumnya, disebut dengan “Undang-UndangxPerkawinanxNa-

sional” yang keberadaannyaxadalahxmutlakxbagixsuatuxnegaraxdanxbangsaxsepertixIndo-

nesiaxyang sekaligus menampungxprinsip-prinsip dan memberikan landasanxhukum 

perkawinan yang selama ini menjadi rujukan dan telah berlaku bagi berbagai golongan 

dalam masyarakatxIndonesia. 

Selanjutnya,xPenjelasanxUmumxNo.x1xTahun 1974 jugaxmenjelaskanxbahwa sesuai 

dengan landasan falsafah PancasilaxdanxUndang-UndangxDasarx1945,xmakaxUUxNo.x1 

Tahunx1974 dixsatuxsisi harus dapatxmewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

Pancasila dan Undang-UndangxDasar 1945, sedangkan di lain sisi harus dapat pula 

menampung segalaxkenyataanxyangxhidupxdalamxmasyarakatxdewasaxini.xUUxNo.x1 

Tahunx1974xinixtelahxmenampungxdixdalamnyaxunsur-unsurxdan ketentuan-ketentuan 

hukumxagamanyaxdanxkepercayaannyaxituxdarixyangxbersangkutan. 

Dengan berlakunya UU No. 1xTahun 1974, bangsa Indonesia telah memilikixhukum 

perkawinan, termasuk hukumxperceraian yang termasuk hukum nasional berdasarkan 

Pancasila dan tetap berpijak pada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang bermakna wa-

laupun pada pokoknyaxbangsa Indonesia sudah mempunyai hukum perkawinan, termasuk 

hukum perceraian yang berlandasan kesatuan, namu kebhinnekaannya tetap masih berlaku.  

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat 

pluralistis, sehinnga pada hal-hal tertentu (perbuataan hukum dan peristiwa hukum 

tertentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian 

yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
6 AG Anshori, Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, 2011. 



Mimbar Keadilan 
Volume 12 Nomor 2 
Agustus 2019 – Januari 2020  
Husnul Yaqin 

159 

a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang 

melakukan perceraian di pengadilan negeri. 

b. Hukum perceraian menurut hukum islam berlaku bagi para suami dan istri warga negara 

Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.  

c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara 

Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan 

memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi 

yang beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen). 

Perkawinan dan perceraian secara yuridis dan kultural yang berlaku pada suatu 

masyarakat atau bangsa tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana 

masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Tegasnya, perkawinan dan perceraian 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh 

masyarakat yangbersangkutan. 

Contoh konkretnya, hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku secara nasional 

di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum-hukum yang bersumber dari ajaran 

agama-agama yang dianut oleh Indonesia, seperti hukum Islam, Kristen, Katolik, Buddha 

dan Hindu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat, sehingga mengakibatkan 

beragamnya hukum dan budaya perkawinan dan perceraian yang berlaku dan diterapkan di 

Indonesia. Jadi, walaupun bangsa Indonesia saat ini telah mempunyai hukum perkawinan 

nasional, termasuk hukum perceraiannya, namun terdapat fakta yang menunjukkan bahwa 

di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku, tidak hanya hukum agama, tetapi 

juga hukum adat tentang perkawinan dan perceraian yang berbeda-beda.    

Berdasarkan fenomena diatas akan dilakukan penyelesaian perkawinan (perceraian) di 

luar peradilan. Sedangkan proses perceraian harus dilakukan di dalam Peradilan Agama, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tersebut. Kalau-

pun ada, dalam konsep penyelesaian di luar pengadilan tersebut dilakukan. Berdasarkan hal 

tersebut, untuk seberapa jauh mencari tolak ukur serta standar pada Peradilan Agama, maka 

perlu adanya pengkajian penelitian secara konkrit, khususnya tentang perceraian. 

2. RumusanxMasalah 

Berdasarkanxlatarxbelakangxmasalah,xmakaxrumusanxmasalah padaxpenelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah keabsahan perceraian yang dilakukan melalui media pesan telepon? 

b. Bagaimana perceraian melalui telepon bila dipandang dari Hukum Islam?. 

3. MetodexPenelitian 

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara penelitian di dalam 

mengumpulkanxdan menganalisis bahan hukum. Jenis penelitian yangxdigunakan dalam 

penelitian ini aadalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian 

hukum untukxmenemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsipxhukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawabxisu hukum yang dihadapi. Penelitianxhukum 

normatif dilakukan untuk mencarixpemecahan masalah atau isu hukum (legal issues) yang 

ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikanxpreskripsi tentang rumusan masalah yang 

diajukan. MenurutxPeter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu 
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prosesxuntuk menemukan aturan hukum,xprinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 

hukum gunaxmenjawab isu hukumxyang dihadapi.7 

Memecahkanxsuatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-

pendekatanxtertentu sebagai dasar menuyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini 

digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

dan pendekatan konsep (conceptual approach). Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai dasar hukum legal issue yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang 

bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.8 Pendekatanxini beranjak 

darixpandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembangxdi dalam ilmu hukum. 

Pendekatan ini menjadi penting sebabxpemahaman terhadapxpandangan/doktrin 

yangxberkembang dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi 

hukum ketika menyelesaikanxisu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas idexdengan memberikan pengertian-pengertianxhukum, konsep hukum, 

maupunxasas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk 

mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis legal 

issue yang sedang diteliti. 

Penelitianxini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahanxhukum yang 

digunakan meliputixbahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahanxhukum primer yang 

terdiri dari peraturanxperundang-undangan. Bahan sekunder yang terdiri dari literatur-

literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan 

petunjuk maupunxpenjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder   

Sumber penelitian bahan hukumxdalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum 

primer,xbahan hukum sekunder dan bahan hukumxtersier.  

a. Bahanxhukum primer 

Yaitu jenis bahanxhukum yang berupa peraturanxperundang-undangan yang berkai-

tanxdengan judul yang dipakai dalam penelitian ini. 

b. Bahanxhukum primer yang digunakanxdalam penelitian ini, terdiri dari: 

1. KitabxUndang-Undang Hukum Perdata 

2. KitabxUndang-Undang Hukum Acara Perdata 

3. Undang-UndangxNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Bahan hukum sekunder adalah berupaxsemua publikasi tentang hukumxyang bukan 

merupakan dokumen-dokumenxresmi. Publikasixtentang hukum meliputi buku-buku 

teks,xkamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, danxkometar-komentar atas putusan 

pengadilan”.9 Bahan hukum tersierxadalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

maupun petunjukxterhadap bahan hukum primer dan bahanxhukum sekunder yang dapat 

berasal dari kamus hukum,xensiklopedia, dan sebagaimana yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan dan pengeolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis 

penelitianxyang digunakan – yakni penelitianxhukum normatif (normative legal research) – 

                                                           
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005. 
8 Marzuki. 
9 Marzuki. 
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dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahanxhukum primer berupa 

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan 

pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atauxtanda yang menyatakan 

jenis sumberxbahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen). 

Bahan-bahan hukumxsekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel 

hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan 

kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan 

hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, 

kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinvertarisasi, dibuatkan ikhtisar 

yang memuatxringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, 

pokok gagasanxyang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, 

tahun penerbit) dan analisis tentang tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang 

melakukan salah penangkapan. Setelah itu menyusunxulang semua bahan hukum 

secaraxteratur dan berurutan sehinggaxmudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan 

semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.   

Teknik analisisxbahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum 

normatif (normative legal research) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis 

secara normatif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, 

nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-

norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahannya yang 

diajukan analisis prespektif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-

ketentuannya dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep 

hukum, yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini. Setelah memperoleh sumber 

bahan hukum dan mengolahnya,xbahan hukum yang diolah kemudian dianalisisxdengan 

menarik hal yang bersifat umum ke hal khusus sehinggaxdapat dikaitkan pada perma-

salahannya hukumxyang diteliti.   

B. Pembahasan 

Menurut UU. No.x1 Tahun 1974 ini, perceraianxhanyaxdapatxdilakukan didepan 

sidang Pengadilan setelahxPengadilanxberusaha mendamaikan kedua belahxpihak yang 

bersengketa dan ternyata berhasil mengusahakan perdamaian itu. Gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan denganxalasan-alasanxyangxcukupxyangxmenyebabkan bah-

wa suami istri itu tidak akan hidup rukunxlagixsebagaixsuami istri. Alasan-alasan 

inixdapatxkitaxlihatxdalam pasal 39 (2) UU. 

No. 1 Tahun 1974, penjelasan Undang-undangxPerkawinanxdanxdiulang kembali 

dalam Pasal 19 PP. 9 Tahun 1975. Pasal 39 (3) jo pasal 40 (2) UU. 1 Tahun 1974 menyatakan 

tentang cara perceraian serta gugatannya didepan sidang Pengadilan. Adapaun pengadilan 

yang dimaksud dalam hal ini, menurut Pasal 63 UU.x1 Tahun 1974 ada-

lahxPengadilanxAgamaxbagixmereka yang beragamaxIslam, danxPengadilan Umum bagi 

mereka yang beragama lainnya. Maka bagaimana dengan yang menganut aliran 

kepercayaan? 

Bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan membuat sendiri administrasinya 

sesuai dengan struktur Pemerintah yang sah. Jadi memiliki sistem administrasi sendiri. 
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Namun demikian pengertian perceraian menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah terputusnya 

perkawinan karena putusnya Pengadilan. 

Adapun syarat-syarat melaksanakan perceraian ialah: 

a. Membawa surat keterangan dari Kepala Desa. 

b. Membawa surat izin Komandan bagi anggota ABRI. 

c. Penggugatan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan dengan disertai alasan-alasan 

menurut Undang-undang.10 

Mengenai proses terjadinya perceraian maka pihak yang hendak melakukan perce-

raian yang beragama islam supaya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat-

surat sebagai berikut: 

a. Pengadilan Agama memeriksa/meneliti surat gugatan tersebut. 

b. Membuat panggilan ditujukan kepada pribadi atau melalui Kepala Desa/Lurah. 

c. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan surat gugatan. 

d. Berusahaxmendamaikanxkeduaxbelahxpihak dan bila dipandang perlu dapat meminta 

bantuan ke BP-4. 

e. Setelah tidak tercapai perdamaian, maka Hakim mengadakan sidang tertutup. 

f. Mengucapkan putusan cerai dimuka sidang terbuka. 

g. Mengirim putusan cerai itu ke Pengadilan Negeri setelah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap (sewaktu masa banding 14 hari tidak dipergunakan banding), untuk diku-

kuhkan dan menerima kembali putusan Pengadilan itu setelah mendapat pengu-kuhan. 

h. Putusan Pengadilan yang telah dikukuhkan dikirim ke: 

1. Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dalam buku pendaftaran cerai (helai 1). 

2. Disimpan sebagai arsip Pengadilan Agama (helai 2).11 

Bahwa apa yang dijelaskan oleh peraturan pelaksanaak Undang-undang Perkawinan 

(UUP) ternyata berbeda dengan penyebut Pengadilan dalam UUP.12 UUP menyebutkan 

Pengadilan Umum, sedangkan pengaturan pelaksanaan menyebutkan Pengadilan Negeri 

dengan tambahan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

umum. 

Bagi mereka yang beragama lainnya berlaku tata cara perceraian yang diatur dalam 

Pasal 20 (PP. 9/75). Gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan yaitu suami maupun istrixatauxkuasanyaxkepada Pengadilan Negeri 

yangxdaerahxhukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sedangkan tata cara lebih 

lanjut adalah diatur seperti tata cara didalam perceraian cerai gugat bagi mereka yang 

beragama Islam. Salahxsatuxprinsip dalam HukumxPerkawinan Nasional yang seirama 

dengan ajaran agama ialah mempersulitxterjadinyaxperceraian (cerai hidup), kare-

naxperceraian berarti gagalnyaxtujuan perkawinan untuk membentukxkeluargaxyang ba-

hagiaxkekalxdan sejahtera, akibatxperbuatan manusia. Nampaknyaxbaik dalm KUH Perdata 

maupun dalam UU No. 1-1974 putusnya perkawinan karenaxkematian hampirxtidakxdiatur 

sama sekali.   

 Jadi jelasnya bahwa dengan berlakunyaxUndang-undangxinixyangplaksanaannya 

secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah 

                                                           
10 Pedoman Praktis Pelaksanaan NTCR., Berdasarkan UU. No.1/74 Dan P. 10/83 (Surabaya, 1975). 
11 Pedoman Praktis Pelaksanaan NTCR., Berdasarkan UU. No.1/74 Dan P. 10/83. 
12 Saleh Wancik, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 1976. 



Mimbar Keadilan 
Volume 12 Nomor 2 
Agustus 2019 – Januari 2020  
Husnul Yaqin 

163 

No. 9 Tahun 1975,xberlaku pula hukumxmasing-masingxagamanya dan kepercayaannya 

ituxsebagai hukum positif untuk perkawinanxdanxsegalaxsesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan, termasuk perceraian.xKarena itu bagi orang Islam tidak 

adaxkemungkinan untuk kawinxdengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak 

pula ada kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanyaxsendiri. 

 Putusnyaxperkawinan atasxkeputusan pengadilanxdapat terjadi karena pembata-

lanxsuatu perkawinan atau karenaxperceraian. Tata cara pengajuanxpembatalan perka-

winan menurutxPasal 38 ayat (2)xPeraturan Perceraian No. 9 Tahun 1975 dilakukanxsesuai 

denganxtata caraxpengajuan gugatanxperceraianxitu. 

Tidakxdapat dielakkan lagixbahwa teknologi informasixdanxkomunikasi semakin 

harixbertambah maju dan arus budayanyaxsemakinxderas, yang menurut futurologi 

kondang John Naisbitt dalam bukunyaxHigh Tech, high Touch:xTechnology and OurxSearch for 

Meaninx(1999) semakinxmenggiring masyarakat ke “zonaxmabuk teknologi”, yaitu ditandai 

denganxberbagai gejala sosiologis,xyang ditandai dengan berbagaixgejala sosiologis,xyaitu: 

a. Kita lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai 

masalahxgizi. 

b. Kitaxtakut sekaligusxmemuja teknologi. 

c. Kita mengaburkanxperbedaan antara yangxnyata danxsemu. 

d. Kitaxmenerima kekerasanxsebagai suatuxdan yang wajar. 

e. Kita mencintaixteknologi dalam wujudxmainan. 

f. Kitaxmenjalani suatu kehidupanxyang berjarakxdan terenggut. 

Fenomenaxpenggunaan beragam dari short mesagge service yang popular dengan 

sebutan (SMS),xyaitu pesanxsingkat berupa teksxmelaluixteleponxseluler merupakanxgejala 

komtemporer dari perkembanganxteknologixkomunikasi dan seluler yangxdigan-

drungixmayoritas penduduk dunia. Hal ituxtidakxjarang menimbulkan masalah kontoversi, 

termasuk masalahxcerai dari sudut kacamataxagama yang belum begitu popular. Bahkan 

cerai via SMS tersebut di Indonesia memang belum begituxpopular,xbahkanxdari 

kalanganxfeminis dan lembaga-lembagaxkewanitaan pun belumxkita dengar pandangan 

merekaxtentang hal ini. 

Kontroversi inixbermulaxdarixulahxseorang pria di Dubai, Uni Emirate Arab, yang 

tengah menceraikanxistrinya memalui pesan SMSxkarenaxkesal dengan lambatnya sang 

istri,xdengan bunyinya,x“kamu saya ceraikan karena lambat!” Masalah tersebut akhirnya 

dibawa ke pengadilan dan diputusnkan cerai (jatuh talak). Alasannya menurut Kepala 

Bagian Talak Rujuk di Pengadilan Dubai,xAbdus Salam Darwishxbahwa pengirim SMS 

terbukti sangxsuami memeng bersungguh-sungguhxingin menceraikan sangxistri. 

Dalam halxini terdapatxalasan kuatbyang sya’i (dibenarkan syariat), makaxpenga-

dilan (hukum agama)xsebagai waliyul amri berhak danxberwenangxmemutuskan cerai, 

meskipunxsang suami menolak cerai, agarxtidakxmenyiksa dan menggantungkan nasib 

(status)xistri, seperti alasan tidakxterpenuhinya hak-hak dan nafkaxistri. Maka hal itu efektif 

jatuh talak, deenganxatau tanpaxjawaban yang mengiyakanxtentang persetujuan khulu’ 

darixsangxsuami. 

Hukumxtalak (cerai) melalui SMSxdapat dianalogikan atau dikiaskan denganxhu-

kumxcerai melalui tulisan suratxbiasa.xSebab kesamaan keduanyaxmerupakan pesan cerai 
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melalui teksxyang bukanxverbal (lisan), para ulama fikih (fuqaha)xsepakatxbahwaxhal itu 

efektif jatuh talak. 

Dalamxmasalahxcerai melalui SMS yang sangatxdiperlukan,xmenurut para ulama, 

sebagaimana dalamxmasalah cerai melalui surat,xadalah akurasi kebenaranxalamat 

atauxnomor penerimaxdan pengirim, serta konfirmasixniat atauxkesengajaan penja-

tuhanxtalak. Nilai hal itu memang terbukti benarxadanya,xmelalui pengecekan nomor te-

leponxseluler keduanya dan konfirmasixlangsung, maka jatuh talak satu.xHal itu sebe-

narnyaxtelah efektif, meskipunxtanpa melalui pengadilan sehingga segala konsekuen-

sixharusxdipenuhi secaraxsyar’i. 

Prosesxpengadilan hanya sebagaixpengukuhan dan konfirmasi ulangxdu-

dukxmasalah, disamping hanya sebagai tuntutan administrasi dan kelazimanxketen-

tuanxhukum positif yang berlaku.xNamun demikian, meskipunxSMS dapat menja-

dixsarana,xatau mediaxlain yang gentle, kesatria,xserta arifxdanxbijaksana, tentunya 

penggunaan SMS untukxcerai tersebut sangatxtidak manusiawi, tidakxetis, dan tidak 

beradab. Sebab, hal itu sangat betentanganxdengan semangat dan prinsip dasar sya-

riahxdalam ikatan (akad) pernikahan,xsebagaimana disebutkan diatas terlalu menggam-

pangkanxmasalahxsebagai bentuk mabuk teknologi danxsebagai sifat yang paradoks dan 

kontradiktifxdengan proses dahulunya untukxdapat mencapai jenjang pernikahanxyang 

dilakukan dengan penuhxseksamaxdanxdisertai sebagai bentuk penghargaan danxpenghor-

matanxkepada pihak wanita.   

Dalam Islam, perceraian menjadi semacam pilihan dan alternatif terakhir yang 

dilegalkan namun sangat tidak direkomendasikan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis 

yang diriwayatkan dari Abu Dawud yang mengatakan bahwa perceraian adalah perkara 

yang dibolehkan namun paling dibenci Allah.13 

Talak adakalanya wajib,xkadang-kadangxharam, mubah, danxkadang-

kadangxdihukum sunah.xTalakxwajib, misalnya perselisihanxsuamixistri yang sudah tidak 

dapat didamaikanxlagi, dan kedua belah pihakxmemandang perceraian mereka.xTermasuk 

talakxwajibxialah talakxdari orang-orang yangxmelakukan ila’,xterhadap istrinya sete-

lahxlewatxwaktu empatxbulan.14 

Perceraianxberdasarkan Pasal 114 KompilasixHukumxIslam (KHI) yaitu putusnya 

perkawinan yang disebabkanxkarena perceraian dapatxterjadi karena talak, atauxberda-

sarkan gugatanxperceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi HukumxIslam 

(KHI) dijelaskan beberapaxalasanxatauxalasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada 

pengadilan untuk diprosesxdan ditindaklanjuti. Adapun alasan-alasanxtersebutxadalah:15 

a. Salahxsatuxpihak berbuat zina atau menjadixpemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagai-

nya yangxsukar disembuhkan. 

b. Salah pihak meninggalkanxpihak lain selama duaxtahun berturut-turut tanpaxizinxpihak 

lain dan tanpa alasanxyang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 

c. Salah pihak mendapatxhukumanxpenjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih 

berat selamaxperkawinan berlangsung. 

                                                           
13 Sunan Abu Dawud, ‘Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Dalam Keluarga (Analis Perkara 
Nomeo.81/Pdt.G/2007/Pa.Srg)’, 2011, 2. 
14 Tihami and Sohari Sahrani, ‘Fiqih Munahakat’, 250. 
15 sheila Fakhria, ‘Talak Di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam’, 2004. 
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d. Salahxsatu pihak melakukanxkekejaman atau penganiyayaan beratxyang membahayakan 

pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapatkan cacatxbadanxatau penyakit denganxakibat tidakxdapat 

menjalankan kewajibannya sebagaixsuami-istri. 

f. Antaraxsuami-istri terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapanxuntuk 

hidup rukun lagi dalamxrumah tangga. 

g. Suami melanggarxta’lik talak. 

h. Peralihanxagama atau murtad yangxmenyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam ru-

mahxtangga.16 

Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomorx1 Tahun 1974xtentang perkawinan 

dijelaskan “Perceraian hanya dapatxdilakukan depan sidangxPengadilan, setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidakxberhasilxmendamaikan kedua belah pihak”.17 

Namun demikian, meskipun perceraian melalui gadget dapat menjadi sarana atau 

media penjatuhan talak namun sebenarnyaxbilaxdapat dilakukan melalui media lain yang 

lebihxarifxdan bijaksana tentunya perceraian melalui gadget tersebut sangat tidak manu-

siawi,xtidakxetis,xdan tidak beradab.xSebab,xhal itu sangat bertentanganxdengan semangat 

dan prinsipxdasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu mengampangkan masalah 

sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses 

dahulunyaxuntuk dapat mencapaixjenjang pernikahan yang dilakukanxdengan pe-

nuhxseksama dan disertai dengan segala bentuk penghargaanxdan penghormatan kepada 

pihakxwanita. 

C. Penutup 

Berdasarkan penelitian di sub bab sebelumnya, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 

Undang-Undang Nomorx1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub bahwa “Perkawinan 

ialah ikatan lahirxbatin antara seorang pria dan seorangxwanita sebagai suami istri 

denganxtujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

YangxMahaxEsa”. Perkawinan demikian menunjukkan bahwa ikatan lahir batin adalah 

unsur utama dalam sebuah rumah tangga yang akan dibentuk. Kemudian dariapda itu 

mengarah pada sifat bahagia dan kekal. Frasa “sifat bahagia dan kekal” ini menunjukkan 

bahwa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak. Pemahaman demikian dapat 

dikesampingkan ketika frasa “sifat bahagia dan kekal” diakhiri dengan unsur kemanusiaan. 

Unsur kemanusiaan dalam hal ini adanya campur tangan banyak pihak seperti proses 

peradilan, sosiologis masyarakat, psikologi seseorang hingga perkembangan teknologi.  

Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengacu pada Sila 1 Pancasila dimana Indonesia 

mengakui Ia sebagai diatas segalanya. Dengan pemahaman demikian, Ketuhanan Yang Mah 

Esa dapat mengesampingkan kesemuanya namun terkait juga unsur-usur pembentuk 

disekitarnya.  

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah 

melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan 

oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara lain faktor yang 

                                                           
16 Fakhria. 
17 Masyitah Mardatillah, ‘Semangat Egalitarian’, 11. 
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menimbulkan perceraian adalah faktor krisis ekonomi, faktor moral, faktor meninggalkan 

kewajiban. 

Dalam perumusanxketentuanxhukum suatu permasalahan atauxperistiwa sebaiknya 

menggunakanxinstrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapaixkemaslahatan bagi 

umat. Alangkahxbaiknya perkembanganxteknologixyang ada saat inixbisaxdisikapi dengan 

bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagixperkembangan bangsa dan 

agama. 

Namun bukan pengguna SMS untuk melafadzkanxalak dilakukan secaraxsemena-

mena oleh oknum-oknumxyang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya keberadaan pe-

sanxelektronik ini bisaxdisikapi dengan sangatxbijak oleh umatxIslam untuk diguna-

kanxsebagai media akad-akadxmuamalatxlainnya. 
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